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BAB 5

PENDIDIKAN KARAKTER ANTI-
KORUPSI DALAM PERSPEKTIF
BUDAYA

Oleh Yusuf Siswantara

5.1 Pendahuluan

Fenomena Kontradiksi korupsi terjadi di Indonesia
(Santoso et al, 2011). Korupsi dinilai sudah membudaya dan
mendarah daging; sementara itu, religiositas dan keadilan
sosial merupakan roh bangsa (Siswantara, 2020a). Korupsi
gencar diberantas tetapi tindakan pemberantasan seolah-olah
tidak membawa efek jera bagi pelaku korupsi. Tragisnya,
korupsi dilakukan oleh penjaga moral, yaitu lembaga negara,
akademisi, dan pemerintahan, Kkepolisian, hakim dan
sebagainya. Institusi penjaga gerakan anti korupsi masuk
dalam arus sistem korupsi. Konsekuensinya, kepastian hukum
sebagai pilar bagi keadilan telah melemah karena praktik
korupsi. Di sisi lain, masyarakat mempunyai tinggi, namun
indeks korupsi pun tinggi. Indonesia merupakan negara dengan
tingkat korupsi tertinggi. Kondisi kontradiksi tersebut telah
divalidasi oleh peristiwa penangkapan dan penghukuman
tindakan korupsi.

Selama ini, korupsi dianggap atau diletakkan dalam
ranah  hukum. Oleh karena itu, penyelesaian dan
pemberantasan korupsi terkait dan dihubungkan dengan jalur
penyelesaian hukum. Langkah ini sangat penting dalam
menyelesaikan kasus pidana korupsi yang sudah terjadi.
Namun demikian, pemberantasan korupsi bukanlah semata-

77



mata kasus hukum (Santoso & Meyrasyawati, 2015). Korupsi
menyangkut juga masalah kebudayaan. Maka, lambatnya
pemberantasan korupsi menunjukkan adanya gap pemahaman
dan praksis pemberantasan korupsi. Gap pemahaman dan
praksis tersebut membuka ruang diskusi tentang implementasi
kebijakan publik dengan dengan mengerucut pada persoalan:
pengembangan karakter anti korupsi.

Pengembangan karakter anti korupsi dalam konteks
Indonesia, tentunya, membutuhkan pendekatan yang
komprehensif dan integratif. Tanpa upaya tersebut baik secara
konseptual ataupun praktis, pemberantasan Kkorupsi akan
berjalan lambat atau bahkan menghilang dari kekuatannya;
demikian pula pengembangan karakter anti korupsi.

Paradigma komprehensif dan integratif berarti bahwa
tindakan korupsi sekali lagi tidak bisa dilihat dalam satu
perspektif saja. Terdapat berbagai fenomena sosial yang
menunjukkan stakeholder yang erat terkait dengan tindakan
korupsi. Banyak peristiwa menunjukkan bahwa berbagai pihak
turut serta ambil bagian di dalam korupsi. Kesimpulan yang
dapat diambil adalah bahwa korupsi tidak dilakukan oleh satu
individu tetapi dilakukan dalam suatu sistem dan oleh
kelompok atau tim koruptor.

Kesimpulan di atas menunjukkan bahwa korupsi telah
terjadi proses sistemisasi tindak korupsi dan telah menjadi
sistem sosial. Proses ini menandakan sebuah tindakan kolektif
yang sudah berpola di dalam suatu kelompok masyarakat,
lembaga, atau institusi. Selain itu, tingkat keluasannya pun
cukup besar dengan aktor yang juga bervariasi. Dalam konteks
ini, tindakan korupsi tidak dapat dilihat secara parsial, yaitu
masing-masing individu. Sebaliknya, korupsi harus dilihat
sebagai sistem dan pola yang terbentuk dalam masyarakat.
Pola dan sistem ini bukan hanya akibat yang tercipta. Lebih
dari itu, pola dan sistem sosial ini juga berpengaruh atau
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memaksa seorang individu untuk mengikuti dan mematuhinya
sebagai bagian dari sistem dan pola tersebut, baik dalam
tindakan-tindakan, pertimbangan, paradigma berpikir,
keyakinan dan tata nilai. Jika demikian halnya, terbentuklah
sebuah budaya korupsi yang dinyatakan dalam ungkapan:
korupsi yang sudah mendarah daging, korupsi yang sudah
membandel dan membentuk hidup dan mentalitas individu-
individu dalam masyarakat. Konsekuensinya adalah bahwa
korupsi dan pengembangan karakter anti korupsi harus
menggunakan pisau analisa kultur. Korupsi bukan hanya satu
atau dua tindakan tetapi sebuah pola budaya yang terbentuk
karena pengulangan tindakan. Oleh karena itu, sangat
pentinglah sebuah kajian kebudayaan terhadap fenomena
korupsi di Indonesia dengan tujuan untuk mengkonfigurasi
fenomena sosial moral.

Kajian tulisan ini mengambil posisi bahwa analisa
budaya merupakan strategi analisa sosial moral kultural dalam
memetakan dan memahami fenomena korupsi di Indonesia.
Dalam analisanya, pemberantasan korupsi harus dilakukan
dalam ranah budaya. Kegelisahan intelektual yang ingin
dijawab dalam kajian ini adalah bagaimana kita memahami
korupsi dalam kajian dan perspektif budaya (Nitibaskara,
2017)

5.2 Korupsi sebagai Fenomena Kultural

Sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu mencermati
dan mengkritisi terminologi yang dipakai, yaitu anti korupsi.
Dalam logika berpikir, terminologi anti korupsi sebenarnya
hanya mengacu pada ”"sesuatu yang tidak termasuk tindak
korupsi”. Anti korupsi mengacu kepada tindakan-tindakan yang
bukan korupsi. Konsekuensi logisnya adalah apa yang ingin
dicapai atau dikembangkan dengan pendidikan karakter anti
korupsi?
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Dalam kondisi aktual, terdapat berbagai jenis tindak Tindak
Pidana Korupsi: 1) TPK dalam purchased order terhadap
kebutuhan pemerintahan dalam skema biaya APBD/APBN, 2)
TPK dalam penyelewengan keuangan, 3) TPK dalam proses izin
sumber daya alam, 4) TPK dalam pencurian uang dengan
jabatan, pemerasan dengan jabatan, 5) TPK dalam suap, 6) TPK
dalam fratifikasi, 7) TPK dalam penerimaan uang/barang
terkait dengan posisi atau jabatan tertentu.

Sementara itu, KPK merangkup adanya delapan belas
modus operandi tindak pidana korupsi (Editor Kompas, 2008).
Di sini, diangkat empat dari delapan belas modus tersebut.
Beberapa contoh di antaranya adalah pertama, tindakan
memanipulasi nilai kontrak atau harga barang dalam proses
pengadaan barang (Kurniawan & Pujiyono, 2018). Dengan cara
ini, pejabat mendapatkan ‘hadiah’ dari klien subagai wujud
‘terimakasih atas kebaikan’ penguasa. Pola ini juga berlaku
dalam tindakan kedua, yaitu memanipulasi proses tender dan
pembagian selisih harga ataupun tindakan ketiga, yaitu
manipulasi spesifikasi merek atau produk. Modus operandi
keempat adalah penggnaan uang daerah untuk kepentingan
pribadi (kolega atau keluarga) dengan bukti tidak benar atau
fiktif.

Dalam tiga modus operandi tindakan korupsi di atas,
kerjasama saling menguntungkan terjadi di antara pemegang
kekuasaan ataupun klien (penguasaha) berdasarkan kekuasaan
dan manfaat ekonomi. Kerjasama mutualistik ini
merepresentasikan kedekatan relasi di antara para pihak atau
stagehoder. Sementara itu, dalam modus operandi keempat,
wilayah pribadi dan publik dicampur-aduk sehingga
kepentingan privat dibiayai oleh keuangan publik.

Keempat modus operandi di atas hanyalah permukaan
yang tampak dari sebuah fenomena sosial, dimana mentalitas
melatarbelakangi tindak korupsi di dalam konteks budaya yang
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dihidup di dalam masyarakat. Bagian berikut merupakan telaah
analisa kultural atas fenomena tersebut.

5.3 Korupsi dalam Perspektif Teori Antropologi

Korupsi sudah berlangsung sejak zaman kolonialisme
Belanda. Dalam jangka waktu lama, pengulangan atau repetisi
tindakan menghasilkan suatu kebiasaan atau habitus dalam
suatu masyarakat. Inilah proses pembudayaan. Pernyataan ini
mengandung  perdebatan. @ Namun  demikian, fakta
memperlihatkan bahwa dalam masa feodal ini, kolonial
Belanda memberikan otoritas atau kewenangan kepada para
pejabat lokal. Dengan kekuasaan ini, para petinggi
menyalahgunakan kekuasaan yang berikan untuk kepentingan-
kepentingan di luar kewenangan dan jabatan. Korelasi
kekuasaan dan ekonomi menyeret para patron politik pada
praktik korupsi sehingga korupsi berkaitan erat dengan
kekuasaan (Almuhami, 2005).

Dengan perjalanan sejarah, korupsi memang berkaitan
erat dengan politik dan penyalahgunaan kekuasaan dalam
posisi atau jabatan, untuk meraih dan mendapatkan
keuntungan finansial atau kekayaan bagi diri sendiri atau
kelompok tertentu sehingga kekuasaan memberikan latar
belakang dan konteks bagi tindakan korupsi (Haryatmoko,
2003). Lebih lanjut, dalam transaksi kekuasaan (yang diberikan
kepada pejabat), korupsi juga dapat dipandang sebagai
tindakan manusia dengan mentalitas animal laborans, (Levin,
1979; Santoso & Meyrasyawati, 2015). Dengan mentalitas
tersebut, seorang penguasa masih berorientasi pada dualisme
profesi (gaji dan konsumsi), dan berpusat pada pemenuhan
kebutuhan hidup yang dasar. Akibatnya, kekuasaan politik
dianggap sebagai profesi yang menguntungkan untuk digulati
atau ditekuni. Mentalitas animal laborans seorang koruptor
merepresentasikan mentalitas masyarakat itu sendiri. Artinya,
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kekuasaan, paradigma kerja, dan kerjasama mutualistik juga
mewarnai suatu budaya dalam masyarakat. Artinya dibalik
kekuasaan dan animal laborans, terdapat dimensi budaya
sebagai latar analisa. Tindakan korupsi juga berkaitan dengan
mentalitas kultural (Almuhami, 2005).

Secara antropologi budaya, fenomena korupsi tersebut
dijelaskan dalam tiga teori. Pertama, teori negara patrimonial.
Dalam teori ini, seorang patron memegang kekuasaan politik
dan ekonomi, membangun sistem patronase dengan sistem
yang tidak setara dengan para klain atau relasi-relasinya.
Sementara itu, klain bergantung dan mengabdi kepada patron
yang mempunyai sumber kekuasaan dan ekonomi. Teori ini
menjelaskan dinamika kerajaan di masa lampau tetapi juga
menyajikan analisa  antropologis terhadap fenomena
kekuasaan dan ekonomi dalam relasi pemerintah, birokrasi,
dan pengusaha. Dalam analisa ini, DPR merepresentasi
kekuasaan, yang membangun relasi kerja dengan para klien,
yaitu birokarsi dan pengusaha. Upaya mendapatkan sumber
ekonomi (proyek, promosi, dan sebagainya), penguasan
mendapatkan ‘service’ dari klien; para pengusaha terhadap
proyek pembangunan, atau birokrasi terhadap ‘lolosnya
kebijakan’.

Kedua, teori gift exchange (Mauss, 2002). Dalam
masyarakat tradisional, relasi harmonis antara anggota
masyarakat menjadi sangat penting. Harmonitas tersebut
dibangung dan dijaga dengan berbagai cara dan bentuk; salah
satunya adalah face to face community interactions dalam
bentuk hadiah, entah bertukar hadiah (gift exchanger) atau
pemberian hadiah (gift giving). Hadiah melambangkan
kedekatan personal, penghormatan kepada pihak tertentu,
ataupun kohesivitas relasi. Selain itu, hadiah juga bernilai
secara moral dan sosial (social virtue dan public morality)
dalam masyarakat tradisional. Pola nilainya adalah “kebaikan
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dibalas dengan kebaikan”. Konsenuensinya, tindakan kebaikan
dibalas dengan hal atau sesuatu yang setara atau senilai. Di
sinilah, hadiah berperan dalam konteks aktualisasi nilai sosial
dan moral dalam masyarakat. Hadiah, dalam analisa korupsi,
merepresentasikan korupsi sebagai aktualisasi nilai sosial:
ungkapan ‘terima kasih’ atas bantuan.

Ketiga, teori cultural relativism. Korupsi merujuk kepada
nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat yang berbeda-
beda sehingga memastikan adanya relativitas konsepsi dan
praktik korupsi (Shore & Haller, 2018). Korupsi merupakan
konsep modern dimana wilayah privat dan publik dipisah.
Dalam konteks ini, korupsi merupakan penyalahgunaan
kekuasaan publik untuk meraup keuntungan privat atau
kelompok, baik fasiltas atau ekonomi. Pemahaman ini tentunya
berbeda dengan masyarakat dimana wilayah publik dan privat
berkaitan erat atau bahkan bersatu, seperti sistem kerajaan
dimana kekuasaan bersifat privat dan merupakan milik pribadi.
Penguasaan dan pendistribusian aset ekonomi, misalnya,
menjadi hal lumrah dan wajar. Dalam masyarakat ini, garis
pembatas publik dan privat tidak jelas sehingga konsep dan
tindak korupsi juga tidak berlaku atau bernilai relatif (Gupta,
2013).

Ketiga teori budaya tersebut memberikan kerangka
analitis-konseptual terhadap praktik korupsi.

5.4 Mentalitas dan Nilai Hidup: Analisa Kultural

terhadap Nilai Budaya
Hutington dalam Culture Matter: How Value Shape
Human Progress menegaskan pentingnya nilai dalam setiap
budaya. Baginya, nilai memberikan peran yang penting bagi
perubahan sosial, termasuk pengembangan budaya anti
korupsi. Bagi Hutington, budaya menyangkut nilai, sikap,
kepercayaan, orientasi, praduga dan paradigma yang
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mendasari seluruh tindakan dan tingkah laku sosial antar
anggota masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, dia
menemukan kenyataan bahwa budaya mempengaruhi
perkembangan suatu peradaban. Dalam kasus Korea Selatan
dan negara Ghana, misalnya, memperlihatkan peran budaya
dalam kemajuan pembangunan bangsa. Di satu sisi, Korea
Selatan mempunyai warga masyarakat yang menghargai waktu
dan hemat sehingga memperkembangkan negaranya. Di sisi
lain, masyarakat Ghana mempunyai kebiasaan dan budaya
yang menghambat perkembangan negara. Dalam konteks ini,
kebudayaan memegang peranan penting dalam pembangunan,
khususnya dalam pengembangan dan pembentukan mentalitas
manusia (Harrison & Huntington, 2000, p. xv).

Mentalitas manusia sebagai anggota masyarakat tidak
terlepas dari nilai-nilai hidup yang dihidupi dalam suatu
masyarakat. Dari sekian banyak nilai-nilai yang terdapat di
dalam masyarakat, berikut dikemukakan empat nilai atau sikap
yang diapit dalam masyarakat dan bertautan dengan
kecenderungan sikap atau tindak koruptif.

Pertama, nilai damai. Secara kultural, budaya-budaya di
Indonesia menjunjung nilai perdamaian dan kedamaian. Oleh
karena itu, hidup bersama selalu mengutamakan kerukunan
antara anggota masyarakat. Dengan berbagai tindakan dan
kesepakatan, seluruh anggota masyarakat berupaya untuk
menjaga kedamaian dalam kehidupan bersama. Namun
demikian, nilai damai tersebut mengalahkan atau menggeser
nilai yang lain, misalkan: nilai kejujuran atau nilai kebenaran.
Benturan nilai-nilai tersebut berpadu dan berkelindan dengan
nilai harmoni atau keserasian dalam hubungan antar anggota
masyarakat. Akibatnya, berdiam diri atas kesalahan atau
kekeliruan orang lain bisa menjadi satu pilihan yang diambil
untuk menjaga kedamaian dan kerukunan sebagai perwujudan
nilai damai.
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Kedua, nilai harmoni dan nirkonflik. Kehalusan manusia
dalam budaya timur, termasuk Indonesia, menjunjung tinggi
nilai-nilai harmoni. Dalam perbedaan, karakteristik ini
berupaya untuk menghindari konflik di dalam perbedaan dan
keberagaman; termasuk di dalamnya, perbedaan kepentingan
dari anggota masyarakat. Pentingnya nilai harmoni membuat
atau melemahkan hal-hal yang menimbulkan rasa tidak enak
atau menghindari ketersinggungan terhadap segala pihak.
Seorang anggota masyarakat akan berusaha menjaga anggota
masyarakat  lainnya sehingga  tidak  mengalami
ketersinggungan yang dapat meletakkan hubungan antar kedua
pihak. Sebagai gambaran, dalam budaya Jawa, nilai Harmoni
dan nirkonflik diwujudkan dalam ajaran jalan tengah dengan
istilah atau ungkapan: “ngono yo ngono tapi ojo ngono”. Secara
harfiah berarti “ begitu ya begitu tetapi jangan terlalu”, yang
menggambarkan sikap kehalusan yang menjaga perasaan
orang.  sikap dan nilai tersebut tentunya menjadi sangat
problematis jika dihadapkan pada tindak korupsi.

Ketiga, sikap sadar diri dan tahu berbalas budi. Kebaikan
layak dibalas dengan kebaikan. Dalam masyarakat, orang yang
baik adalah orang yang tahu berterima kasih dengan mau
membalas budi terhadap kebaikan atau kontribusi yang
diberikan oleh orang lain terhadap kesuksesan seseorang.
Konsekuensi logis dari sikap ini adalah bahwa seseorang yang
sudah berbuat baik terhadap pada posisi pihak yang dapat
meminta balas budi kepada pihak lain di mana dia telah
berbuat baik. Sikap sadar diri atau tahu berbalas budi ini,
dalam hubungan sosial, berkorelasi erat dengan kerelaan
seseorang untuk memberi sesuatu yang setimpal dengan
kebaikan orang lain. Dalam sikap ini, adalah wajar jika
seseorang yang sudah mendapatkan suatu proyek atau
pekerjaan, misalnya, memberikan hadiah kepada sang pemberi
proyek atau pekerjaan. Dalam kondisi ini, tindakan berbalas
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kebaikan tidak serta merta disadari sebagai tindak korupsi
dalam konteks hidup bermasyarakat. Sebaliknya, seseorang
akan merasa gelisah atau nilai dirinya tidak tahu berterima
kasih, jika kebaikan yang sudah diterima tidak berbalas dalam
bentuk yang bernilai sama atau setara.

Keempat, sikap permisif warga warga masyarakat.
Dengan memahami karakteristik di atas, sangat wajar jika
dalam masyarakat yang menjaga atau menjunjung tinggi
kedamaian, keharmonisan, dan sikap berbalas budi,
mempunyai kecenderungan untuk menilai wajar terhadap
suatu pemberian atau pengambilan keuntungan dari suatu
jabatan; singkatnya, tidak kritis dan bersikap permisi terhadap
korupsi.

Lepas dari konsekuensi logis tersebut, tentunya sikap
kondusif bukanlah mentalitas yang baik dalam rangka
pemberantasan tindak korupsi. Namun demikian, kesadaran
kesadaran mentalitas yang berbasis pada nilai dapat menjadi
dasar bagi pengembangan atau pendidikan anti korupsi secara
lebih efektif dan efisien dalam konteks kebudayaan.

Oleh karena itu dalam konteks kebudayaan, pendidikan
anti korupsi tidak bisa serta menekankan ajakan atau impresi
untuk tidak melakukan korupsi. Sebaliknya, penyadaran
terhadap mentalitas masyarakat seperti yang dijabarkan di atas
dapat menjadi pijakan bagi pengembangan nilai-nilai yang
memperkuat sikap anti korupsi. Penekanan terhadap nilai-nilai
kultural tersebut, misalnya, adalah nilai kejujuran dan
kebenaran yang mempromosikan dan memperkuat sikap
masyarakat yang Dberani melakukan Kkebenaran dan
mengatakan hal secara jujur. Dalam konteks ini, nilai moral
menjadi pondasi dalam bersikap. Secara sederhana dan
praktis, nilai kejujuran dan kebenaran bersumber pada suara
hati atau hati nurani yang terus berkembang dalam diri
anggota masyarakat, khususnya para pelaku yang berpotensi
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melakukan tindak korupsi. Dengan kata lain, penguatan
karakter anti korupsi menuntut untuk perbaikan mentalitas
dan tata nilai yang ada di dalam masyarakat sehingga
pembiaran terhadap nilai yang tidak baik karena rasa tidak
enak dapat dan bisa mengalami transformasi nilai yang lebih
kondusif dalam pengembangan sikap anti korupsi.

Sementara itu, dari sisi lain, terhadap kebiasaan atau
kondisi yang harus diperhatikan dan disadari sehubungan
dengan tindak korupsi. Pertama, kecenderungan untuk
‘meremehkan hal kecil’. Tindak korupsi merupakan puncak
gunung es, sebagai sesuatu yang tampak dan muncul ke
permukaan. Namun demikian, terdapat banyak tindakan-
tindakan sejenis yang dinilai tidak berarti atau belum bisa
dinilai sebagai tindak korupsi. Sering kali, hal kecil ini tidak
diperhatikan atau cenderung diremehkan sehingga tidak ada
perbaikan atau bahkan tanpa penilaian yang memadai.
Fenomena “Pak Ogah” di persimpangan jalan dengan tips
seribu rupiah merupakan momen yang remeh dan tidak
bernilai dibandingkan kasus suap bernilai milyaran rupiah.

Kedua, kesalahpahaman atau ketidaktahuan publik
terhadap esensi tindak korupsi. Dalam diri masyarakat, tidak
mempunyai pemahaman yang cukup tentang tindak korupsi.
Ketidaktahuan republik ini melatarbelakangi hilangnya
pemikiran kritis dan sensitifitas terhadap tindakan-tindakan
yang dapat dikategorikan sebagai korupsi. Sebagai contoh,
apakah diperbolehkan jika seorang pejabat publik yang
membawa serta keluarga dalam perjalanan dengan mobil
dinas? Artinya, dibutuhkan pemahaman yang jernih dan
keberanian moral yang cukup untuk dapat memisahkan antara
kebutuhan pribadi atau keluarga, dan kepentingan jabatan.
Untuk itu, pendidikan anti korupsi menempati posisi penting
dalam pengembangan karakter anti korupsi.
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5.5 Perspektif Budaya: Pendidikan Karakter Anti-

Korupsi

Pendidikan anti korupsi, secara harafiah, berfokus pada
penghasilkan peserta didik yang tidak lagi melakukan tindakan
korupsi. Namun, pernyataannya adalah kondisi apakah yang
harus diciptakan dan dihadirkan sehingga tindak korupsi itu
tidak terjadi? Dalam pendidikan, karena pendidikan anti
korupsi merupakan negasi tindakan korupsi, nilai atau
mentalitas seperti apakah yang harus ditanamkan atau
dikembangkan dalam diri peserta didik? Salah satu jawabannya
adalah nilai atau mentalitas yang bukan koruptif. Jawaban ini
tidak menunjuk pada Kkarakter tertentu tetapi hanya
mengidentifikasi tindakan atau nilai tertentu. Oleh karena itu,
pendidikan karakter perlu menyadari untuk menemukan atau
mengangkat suatu nilai-nilai yang membentuk suatu karakter
tertentu yang sebanding dan adik kuat dengan tindakan
koruptif.

Kompleksitas nilai yang dilanggar menyulitkan arah
pengembangan karakter, kecuali beberapa nilai sekaligus.
Penjabaran berikut dapat memperlihatkan kompleksitas
tersebut. Pertama, tindakan korupsi merupakan sebuah
kejahatan karena seimbang dengan mencuri atau mengambil
milik orang lain. Hal ini menyangkut nilai keadilan. Kedua,
korupsi juga berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan.
Tindakan ini merupakan ekspresi tidak adanya tanggung jawab
terhadap amanah yang diberikan kepadanya. Ketiga, secara
ekonomi, korupsi mengambil keuntungan materi untuk diri
sendiri. Hedonisme dan egoisme menjadi warna dari korupsi.
Keempat, dari sudut pandang pencapaian sesuatu, korupsi
merupakan tindakan pintas dan cepat dalam mencapai suatu
tujuan atau keinginan. Pelaku korupsi ini menghilangkan proses
yang harusnya terjadi secara wajar. Keempat penjabaran
tersebut melukiskan kompleksitas tindak korupsi, yaitu
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keterkaitan tindak korupsi dengan seluruh lini kehidupan
masyarakat, baik itu politik, ekonomi, relasi sosial, dan
berbagai bidang lainnya. Dengan kata lain, tindak korupsi
berkaitan dengan seluruh aspek kebudayaan. Pemberantasan
korupsi tidak hanya berjalan melalui mekanisme hukum, tetapi
harus bergerak dalam seluruh lini sosial, khususnya dalam
sistem pendidikan anti korupsi berbasis kebudayaan.

Kebudayaan mempunya tiga bentuk dan tujuh dimensi
kebudayaan. Dalam tujuh kebudyaan tersebut, gagasan,
tindakan, dan artefak kebudayaan memancarkan Kkarya
kreativitas manusia sebagai insan budaya. Dalam kerangka ini,
karakter berbasis budaya harus memperhatikan tiga dimensi,
yaitu kogintif yang merepresentasi bentuk idea atau gagasan,
afeksi, dan psiko-motorik yang merepresentasikan bentuk
tindakan dan artefak sebagai hasil budaya. Karakter anti
korupsi juga harus membekali peserta didik keterampilan untuk
memilah dan memilih tindakan koruptif dengan berbekal pada
kemampuan moral yang cukup (Davidson et al., 2008; Narvaez,
2014).

Secara pedagogis, terdapat tiga hal penting dalam
pendidikan anti korupsi. Pertama, dimensi kognitif dalam
memahamai gagasan korupsi sebagai inti persoalan bangsa.
Artinya, peserta didik harus memahami korupsi sebagai
tindakan kejahatan dalam wilayah publik dan berdampak
nasional. Di sana, prinsip keadilan, bela rasa, dan kebaikan-
bersama (bonum commune) dilanggar dan tidak dipatuhi.

Demikian demikian, ada beberapa hal yang harus
diperhatikan dalam proses pendidikan anti korupsi. Pertama,
Penting melakukan peninjauan terhadap materi. Peninjauan
materi menyangkut soal relevansi materi dan metode
pembelajaran  sehingga pengukuran terhadap proses
pendidikan karakter dapat dipantau dan dikembangkan sesuai
dengan konteks mahasiswa dan masyarakat. Kedua, kejelasan
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konsep dan pemahaman tentang korupsi sangat penting dan
signifikan terhadap menentukan pola kognitif bagi peserta
didik. Terkait dengan hal tersebut, penting pula penjelasan
yang disertai contoh-contoh tindah korupsi dan anti korupsi
yang terjadi di dalam masyarakat tetapi tidak disadari sebagai
tindakan korupsi. Ketiga, penekanan norma-norma dan aturan-
aturan sangat penting bagi pembentukan serta pemahaman
peserta didik tentang tindak korupsi. Keempat, sejalan dengan
poin ketiga, pemberian contoh harus bersifat riil atau nyata
terjadi di dalam contoh-contoh menjadi sebuah gambaran dan
teladan bagi tindakan anti korupsi.

Konsekuensinya, pendidikan tidak hanya terjadi di
dalam institusi pendidikan, tetapi harus mendapatkan
dukungan masyarakat khususnya dalam sistem institusi dan
birokrasi. Pendidikan karakter tidak hanya berfokus pada
institusi pendidikan dalam seluruh jenjang pendidikan, tetapi
juga berlangsung di dalam masyarakat, institusi, dan birokrasi.
Ekosistem sosial harus mendukung dan bertanggung jawab
dalam pendidikan anti korupsi (Savira et al., 2014).

Pendidikan anti korupsi  secara integratif harus
dilakukan dalam seluruh lini demi konsistensi pendidikan
karakter anti korupsi itu sendiri. Di institut pendidikan, peserta
didik dikembangkan anti korupsi. Namun, di dalam
masyarakat, peserta didik pun mendapat contoh dan
pengalaman tindakan-tindakan yang bebas dari unsur korupsi.
Sebaliknya, tindakan korupsi oleh para pemimpin dan tokoh
masyarakat akan melemahkan karakter antiboksi dalam diri
peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi harus
dilakukan dan didukung oleh sistem masyarakat yang anti
korupsi. Sistem pemerintahan dan demokrasi harus mengalami
perbaikan teladan sehingga mendukung pengembangan sikap
anti korupsi. Hal ini memberikan contoh atau teladan dalam
pendidikan dan peserta didik sebagaimana kearifan lokal sudah
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mengajarkan pentingnya pola teladan dalam pendidikan
karakter (Siswantara, 2015, 2016). Pengalaman berinteraksi
dalam institusi yang bebas korupsi sangat efektif dalam
pengembangan nilai anti korupsi dalam diri peserta didik
(Savira et al, 2014).

Selain dimensi integratif, secara kultural, pendidikan
karakter anti korupsi harus berani untuk menggali nilai-nilai
kultural yang memberikan penguatan terhadap karakter anti
korupsi. Dalam hal ini, penggalian kasanah kebijaksanaan lokal
perlu digali (Siswantara, 2015, 2016). Kasanah budaya, seperti
budaya Jawa, menyumbangkan nilai-nilai karakter yang baik
(Eliezar, 2020; Siswantara, 2012). Demikian pula, agama-
agama dapat memberikan penguatan nilai bagi penguatan
budaya anti-korupsi (Siswantara et al, 2022). nilai Hindu dan
ajaran Kuno memberikan inspirasi nilai-nilai anti korupsi
(Hartaka, 2019) dalam ajaran kitab suci Wararuci sloka 12
seperti terungkap dalam cuplikan berikut: “Jika kekayaan dan
kesenangan dicari, lakukanlah kebajikan/kebenaran terlebih
dahulu. Jika kebajikan pun kebenaran dilakukan, niscaya
kekayaan dan kesenangan pastilah didapatkan. Sungguh tidak
akan ada artinya jika kekayaan dan kebenaran yang dicari
menyimpang dari kebenaran/kebajikan” (Wararuci, 800, p. 12).
Dimensi rohani menjadi kekuatan internal dalam filter
tindakan berbasis nilai-nilai agama (Siswantara, 2020b, 2021).
Sementara itu, dimensi moral dan etika tidak hanya berada
dalam pemahaman tetapi telah mendapat affirmasi personal
dari masing-masing anggota masyarakat tentang pentingnya
pendidikan anti-korupsi (Siswantara, 2019). Secara sosial,
sosial kemasyarakat harus berkembang dalam perilaku anti
korupsi sebagai bagian ekosistem dalam sistem budaya anti
korupsi (Mahmud Budi Setiawan, 2014). Hukum perlu dibagun
budaya anti korupsi dalam seluruh jenjang pendidikan,
khususnya Perguruan Tinggi (Kurniadi et al, 2011; Utama,
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2018). Budaya organisasi dan institusi harus dibagun dengan
basis sistem organisasi dan basis nilai-nilai yang
mempersempit peluang korupsi (Hasuti & Wiratno, 2020).
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